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RESUME  

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI 

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Sertifikasi Akreditasi  

- Nomor 

- Masa Berlaku 

 

: 

: 

 

LPPHPL-019-IDN 

27 September 2016 s.d. 26 September 2020 

c. Alamat Kantor 

- Pusat 

 

- Cabang 

 

: 

 

: 

 

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO 

Jl Ir H Juanda - Bandara 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir. Kurnia, IPU 

(Direktur PT Trustindo Prima Karya) 

f. Standar Acuan Audit 

yang Digunakan 

: 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Susunan Tim Audit :  

  

No. Nama Fungsi/Jabatan 

1. Ir Suhardi Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit 

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor PHPL bid. Produksi & VLK Hutan 

3. Hartati Saat, S.Si Auditor PHPL bid. Ekologi 

4. Ir Sibyan Ahrar Auditor PHPL bid. Sosial 

5. Bayu Satria Pramana, S,Hut Magang Auditor PHPL bid. Ekologi 

 

h.   Tim Pengambil Keputusan : 

 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua) 

 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota) 
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 
b. Alamat Kantor  : Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda, Kalimantan Timur 
c. SK IUPHHK-HA : No. SK.506/Menhut-II/2009 Tanggal 3 September 2009 
d. Luas Areal Kerja : 65.875 Hektar 
e. Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 
f. Pengurus Perusahaan :  
 - Direktur Utama : Edi Triono 
 - Direktur : Maya Zulfani 

g. Management Representatif : Ir. Gazali Rachman 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN 

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan Di 

Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Samarinda, 

13 Januari 2020 

 Dilakukan dengan instansi :  
a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Zulfikar. 
b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh 

Antonci Leo,S.Hut. 
 Hasil koordinasi dibuatkan laporannya 

termasuk saran dan masukan yang 
diperoleh. 

2. Perjalanan 

Kedatangan 

13 Januari 2020 Samarinda – Lokasi Areal (melalui darat) 

3. Pertemuan 

Pembukaan 

Base Camp  

PT Mutiara Kalja 

Permai, 

14 Januari 2020 

 

 

 Dihadiri oleh MR PT Mutiara Kalja Permai 

beserta personil penanggungjawab kegiatan 

terkait. 

 UM telah memahami terkait tujuan, dan 

menyatakan setuju  

 Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan 

sesuai yang direncanakan.  

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA. 

4. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Areal Kerja 

PT Mutiara Kalja 

Permai,  

14 – 18 Januari 2020 

 Melaksanakan pengumpulan data/bukti 

audit berupa dokumen dan fisik hasil 

kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria 

audit yang digunakan dan menetapkan 

penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) 

tahun terakhir, pengambilan sample 

fisik/hasil kegiatan di lapangan dan 

wawancara pada seluruh kriteria penilaian 

yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, 

Sosial dan VLK Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan menggunakan 

Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit 

Lapangan  

5. Pertemuan 

Penutupan 

Base Camp  

PT Mutiara Kalja 

Permai, 

18 Januari 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 Tim Audit memaparkan hasil audit berupa

temuan kesesuaian dan temuan 
ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi 
persetujuan auditee.

 Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria

 produksi 2 verifier), Tim Audit  menerbitkan 

LKS dan disepakati  ditindaklanjuti dan 

diselesaikan oleh auditee paling lambat 

tanggal 25 Januari 2020.

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

6. Perjalanan 

Kepulangan 

19 Januari 2020 Basecamp PT Mutiara Kalja Permai – 

Samarinda (melalui darat) 

7. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di Daerah 

sesudah penilaian 

lapangan 

Samarinda, 

20 Januari 2020 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 

lapangan kepada instansi :  

a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur diterima oleh Zulfikar. 

b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh 

Eko Bahariwanto. 

8. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

29 Januari 2020 

Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 

1. Terhadap LKS yang diterbitkan,  

PT Mutiara Kalja Permai telah 

menindaklanjuti dan menyelesaikan 

tindakan perbaikan secara memadai, 

sehingga tidak terdapat verifier bobot 

Dominan bernilai Buruk atau verifier 

standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 

2. PT Mutiara Kalja Permai dinilai LULUS  

Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai 

Akhir Kinerja mencapai 77,27% tanpa 

ada verifier bobot Dominan (D) bernilai 

Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 

3. Tim Pengambil Keputusan 

merekomendasikan bahwa Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari          

(S-PHPL) PT Mutiara Kalja Permai dapat 

dipertahankan sesuai dengan masa 

berlaku, predikat dan ruang lingkup 

sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP,  SK IUPHHK-

HA, Buku TBT, Peta TBT) 

 

CD Baik 1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu : 

a. SK IUPHHK-HA No. SK.506/MENHUT-II/2009 tanggal 3 

September 2009, Luas ± 65.875 Ha dan lampiran peta 

skala 1:250.000, sah dan legal ditandatangani oleh 

Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban tanggal 3 September 

2009 

b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan No. 42 

tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, SH, akte 

perubahan terakhir No. 27 tanggal 19 Mei 2014 dan 

No. 30 tanggal 20 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda 

Gunawan, SH Pengurus Perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

 Komisaris Utama : Tambi 

 Direktur Utama : Edi Triono 

c. Akte perubahan terakhir yang mengubah 

kepemilikan saham sesuai dengan Akte Notaris 

Nomor 3 tanggal 06 September 2016 Notaris Lia 

Cittawan Nanda Gunawan, S.H. dengan susunan 

Pemegang Saham sebagai berikut : 

 Djohan Tobing : 500 lembar 

 Tambi  : 500 lembar 

d. Tersedia dokumen NIB No. 9120001292589 tanggal 28 

Februari 2019 

e. NPWP No. 01.329.140.6-722.000 

2. Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai 

dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah 

dilakukan yaitu PT MKP memiliki kewajiban rekonstruksi 

batas terhadap penataan batas yang lama dan PT MKP telah 

memiliki dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata 

Batas Nomor 14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 

Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh 

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 

atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. 

Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 tanggal 

27 Februari 2017 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

 

D Sedang Pada saat penilikan ke-1, tidak terdapat perkembangan 

pelaksanaan tata batas di lapangan dan realisasi tata batas PT 

MKP sebelumnya masih belum temu gelang dan sebagian telah 

direalisasikan pada tahun 1992/1993, 1997 dan 2007. Oleh 

karena itu PT MKP memiliki kewajiban untuk melakukan 

rekonstruksi tata batas pada arealnya. 

PT MKP melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas temu 

gelang dan sampai saat ini berada dalam tahapan pengesahan 

dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 



 
 

Halaman 6 dari 46 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang rencana penataan batas 

areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 

alam (IUPHHK-HA) PT Mutiara Kalja Permai dan batas 

persekutuan dengan IUPHHK-HA Mutiara kalja Permai Unit I, 

IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Melapi 

Timber, IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber, dan IUPHHK-RE PT 

Restorasi Habitat Orangutan Indonesia di Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Dokumen dibuat tangal 10 Januari 2017 dan disahkan serta 

ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan 

Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 

Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada 

tanggal 27 Februari 2017 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak 

atas eksistensi areal 

IUPHHK kawasan hutan 

(BATB) 

 

CD Baik Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT MKP 

tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di 

dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses 

jalan yang sulit dijangkau. 

Hasil wawancara dengan MR dan PJ Auditi menjelaskan   bahwa 

bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat 

dengan PT MKP. 

Demikian pula informasi dari masyarakat yang dilakukan oleh 

auditor sosial menjelaskan bahwa tidak terdapat konflik batas 

antara PT MKP dengan masyarakat. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak 

ada perubahan fungsi 

maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable. 

CD N/A  Not Applicable. 

Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat 

perubahan fungsi kawasan dan areal seluas ± 65.875 Ha 

seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi terbatas. 

 

 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka ve-rifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

 

CD N/A Not Applicable. 

Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai tidak dijumpai 

adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti 

untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ 

pemukiman masyarakat. 

Selama setahun terakhir masih diperoleh informasi dan 

penjelasan dari Auditi dan masyarakat bahwa selama ini tidak 

terdapat perladangan dan pemukiman masyarakat di areal PT 

MKP 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

D Baik Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh 

Direksi PT MKP melalui SK No. SK.39/MKP/SMD/XI/2018 

tanggal 05 November 2018. 

Visi dan misi PT MKP telah sesuai dengan kerangka 

pengelolaan hutan lestari. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

D Baik Dokumen Visi dan Misi PT Mutiara Kalja Permai telah 

disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP 

sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 3 

Desember 2014 dan 7 Maret 2018 dan tanggal 22 Januari 

2019 dihadiri oleh 15 orang Karyawan PT MKP. 

Sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar telah 

dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi visi dan misi 

kepada masyarakat Desa Muara Belinau tanggal 8 Januari 

2019 dihadiri oleh aparat dan masyarakat Desa Muara 

Belinau sebanyak 14 orang. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

 

D Sedang Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan 

masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah 

pencapaian target RKT yang masih belum seluruhnya 

yaitu 10.529,55 M3 (20%) dari target sebesar 52.000 M3 

untuk produksi pemanenan kayu, ketersediaan Ganis 

PHPL PT MKP yang masih belum mencukupi.  

Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna 

implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan 

dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, 

pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, 

sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu 

ditingkatkan.  

Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya 

walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan 

misi dengan implementasi di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung  

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

CD Sedang Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan 

pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

 

berikut : 

 

No 
Jenis Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha) 

Luas 

50.000 -  

<100.000 

Luas PT MKP 

± 65.875 Ha 

Kecu

kupa

n 

1 
Ganis PHPL-

Kurpet 
1 0 

Kura

ng 1 

2 
Ganis PHPL-

Canhut 
4 1 

Kura

ng 3 

3 
Ganis PHPL-

Nenhut 
3 1 

Kura

ng 2 

4 
Ganis PHPL-

Binhut 
5 3  

Kura

ng 2 

5 
Ganis PHPL-PKB-

R 
5 3 

Kura

ng 2 

 JUMLAH 18 8 
Kura

ng 10 

 

PT MKP belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan masih 

terdapat kekurangan Ganis pada semua kualifikasi 

ganisnya. 

Di samping personil tenaga teknis di atas, PT Mutiara 

Kalja Permai juga memiliki sumberdaya manusia sebagai 

pendukung operasional bidang kehutanan berupa sarjana 

kehutanan sebagai berikut : 

1. Edi Triono, S.Hut. Jabatan Direktur Utama 

2. Ir. Ghazali Rachman Jabatan Kepala Bagian 

Perencanaan 

3. Prihatini Hayati, S.Hut. Jabatan Kepala Bagian 

Pembinaan Hutan 

4. Ir. Dewata Dewantara Jabatan SFM dan SPI 

5. Wahyudi, S.Hut. Jabatan Kepala Seksi  Perlindungan 

dan Pengamanan Hutan 

Selanjutnya mengacu kepada PermenLHK No. 

P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tanggal 17 

Oktober 2019, PT MKP masih belum menerapkan 

penyesuaian jenis kompetensi tenaga teknis sesuai 

dengan Permenhut tersebut dan masih menunggu 

sosialisasi dari BPHP Wilayah XI Samarinda untuk proses 

penyesuaian dan penerapannya. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

 

D Sedang Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT 

MKP selama 5 tahun terakhir sebesar 133,33 %, namun 

besarnya realisasi tersebut dikarenakan terdapat realisasi 

peningkatan kompetensi pada personil yang tidak 

direncanakan berupa pelatihan insidentil yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kementerian LHK sesuai dengan undangan. 

Sedangkan untuk pelaksanaan pemeliharaan kompetensi 

Ganis telah dilakukan penyegaran dan penilaian kinerja 

terhadap Ganis yang ada sesuai dengan tata waktunya. 

Demikian pula keberadaan tenaga teknis kehutanan (Ganis 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PHPL) yang masih terdapat kekurangan dari sisi jumlah 

personil maupun kompetensi ganisnya yaitu pada Ganis 

PHPL Kurpet yang masih belum dapat direalisasikan. PT 

Mutiara Kalja Permai belum memprioritaskan 

perencanaan pelatihan dalam rangka pemenuhan tenaga 

teknis PHPL sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan 

demikian secara bertahap personil tenaga teknis semakin 

dilengkapi sesuai dengan ketentuan 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

 

D Sedang PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan dan secara umum PT MKP telah 

menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam 

pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan 

dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Gn Botak 

masih belum sepenuhnya tersedia, dan masih dipusatkan 

di kantor Samarinda. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/15) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA  

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

 

D Baik Terdapat perubahan SK Struktur Organisasi PT Mutiara 

Kalja Permai dalam kerangka pengelolaan hutan lestari 

berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan 

dalam bentuk SK Direksi No 03/MKP/SMD-Dir/VII/2019 

tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur 

Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab PT Mutiara 

Kalja Permai. 

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan 

organisasi dan job description atau uraian tugas pada 

masing-masing jabatan. 

Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah 

sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan 

produksi lestari 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

 

D Baik PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki peralatan SIM dan 

menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem 

informasi yang ada. Selain itu juga terdapat SOP tentang 

sistem informasi manajemen dokumen No. SO-5-03 yang 

diterbitkan bulan Desember 2017. 

Dalam dokumen SOP tentang SIM PT MKP disebutkan 

bahwa yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan 

pengolahan data dan informasi adalah Staf Direksi, 

Manager Camp dan Kepala Bagian.  

Terdapat operator yang mengoperasikan peralatan SIM 

pada masing-masing bagian dan khusus untuk SIPNBP 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan SIPUHH Online terdapat SK Direksi penunjukkan 

operator PNBP dan SIPUHH Online sesuai dengan SK 

Direktur Utama No. 67/MKP/SMD/IX/2015 yang manunjuk 

Prihatini Hayati Saleh, S.Hut. sebagai Operator SI PNBP 

dan SIPUHH Online 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

 

D Sedang PT Mutiara Kalja Permai telah personil dan organisasi 

Internal Audit/ SPI. Penunjukkan personil SPI sesuai 

dengan SK Direksi No. SK.38/MKP/SMD/XI/2018 tanggal 

05 November 2018 atas nama Ir. Barata Dewantara dan 

menjalankan fungsi tetapi belum berjalan efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 

Terdapat 1 (satu) laporan SPI yang dilaksanakan tanggal 

22-25 Juli 2019 untuk monitoring dan evaluasi di bidang 

perlindungan dan pengamanan hutan serta pengaturan 

kendaraan di bagian umum, sedangkan pada bidang 

operasional dan non operasional lainnya masih belum 

terjangkau oleh SPI PT MKP. 

Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem Internal Audit 

dengan dokumen No. SO-5-02 yang diterbitkan bulan 

Desember 2017. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

 

D Baik Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan 

kepada Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai atas hasil 

audit bulan Juli 2019. 

Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti 

pada seluruh temuan hasil dan saran dari personil SPI 

oleh personil yang diperiksa di lapangan.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (22/24) x 100% = 91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

 

CD Sedang Selama setahun terakhir PT MKP memiliki 1 (satu) SK 

RKT, yaitu RKT 2019 yang telah disahkan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan 

RKT 2020 masih belum disahkan oleh oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Persetujuan RKT 2019 telah diberikan oleh pejabat yang 

berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur, sedangkan kegiatan RKT yang akan 

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat 

setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal 

yang memadai dengan melakukan sosialisasi RKT 2019 di 

Desa Muara Belinau sebagai wilayah di mana lokasi RKT 

2019 berada. Sedangkan untuk desa lain belum dilakukan 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sosialisasinya. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

 

D Sedang Proses tata batas PT MKP baru dalam tahap pedoman 

tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata 

batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di 

lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai 

dengan pedoman yang ada. 

Sosialisasi tata batas kapada masyarakat sekitar telah 

dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi Misi, RKT, 

Hak dan Kewajiban, Kawasan Lindung, PMDH/CSR, dan 

Tata Batas kepada masyarakat Desa Muara Belinau 

tanggal 8 Januari 2019 dihadiri oleh aparat dan 

masyarakat Desa Muara Belinau sebanyak 14 orang 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

 

D Sedang Rencana CD/ CSR atau kelola sosial tahun 2019 tercantum 

dalam dokumen RKT tahun 2019 PT MKP yang telah 

disahkan. 

PT MKP telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas 

kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat namun tidak 

seluruhnya dan tidak dilaksanakan setiap tahunnya. 

Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah 

dilakukan sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 

2019 dari pihak pemerintah yang berwenang yaitu Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan telah 

disosialisasikan kepada sebagian masyarakat desa binaan 

utama yaitu Desa Muara Belinau pada tanggal 8 Januari 

2019 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

 

D Sedang Dokumen pengesahan kawasan lindung PT MKP terdapat 

pada RKUPHHK-HA yang telah disahkan dan PT MKP 

telah menetapkan kawasan lindung pada wilayahnya 

dengan luas dan lokasi yang sama pada dokumen 

RKUPHHK-HA yang telah disahkan. 

Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat 

diperoleh dari masyarakat Desa Muara Belinau, 

sedangkan dari Desa Tabang Lama dan Desa Muara Tiq 

telah dilakukan sosialisasinya pada tahun yang lalu sesuai 

dengan BAP yang ada. Sehingga proses penetapan 

kawasan lindung PT MKP telah disetujui oleh sebagian 

para pihak yaitu pemerintah dan sebagian Desa di sekitar 

IUPHHK-HA (>50%) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI 

 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

 

D Baik Pada periode audit Penilikan Ke-1 PHPL tidak terdapat 

perubahan/ revisi RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 

dengan kondisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB beserta 

lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000 disahkan 

melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK-49/BUHA-

2/2013 tgl. 19 November 2013 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis 

Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2013-2022 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Berdasarkan wawancara dengan MR tidak terdapat 

peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

 

D Sedang 

 

 

 

 

Terdapat perubahan urutan blok RKTUPHHK-HA pada 

RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 sesuai dengan 

Surat Direktur UHP No. 

S.635/UHP/RKUPHA/HPL.1/0/2017 tgl. 14 September 

2017. 

Berikut telaah kesesuaian implementasi PAK dengan 

perencanaan jangka panjang : 

Tahun RKU RKT Ket 

2014 II II S 

2015 III III S 

2016 IV - TS 

2017 X - TS 

2018 V V C 

2019 VI VI S 

Kesesuaian implementasi PAK sebesar 4/6 atau sebesar 

66,66% (>50%). 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

 

D Sedang Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan 

jelas di lapangan, dengan kondisi penandaan batas blok 

dan batas petak di lapangan : 

- Tanda Batas RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada 

koordinat 10 1’ 48,16 N 1150 58’ 28,32 E  

dengan menggunakan Plang Blok RKTUPHHK-HA 

Tahun 2019 terlihat Jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019

 pada koordinat 10 1’ 48,16 N 1150 58’ 28,32 E

 dengan Tanda batas menggunakan cat merah 

(// //) terlihat jelas namun, rintis sudah tidak terlihat 

jelas di Lapangan. 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Tanda Batas Petak AH.13 dan AG.13 pada koordinat 

10 1’ 48,52 N 1150 58’ 28,28 E dengan Plang tanda 

batas petak terlihat Jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Petak AH.12 dan AH.13 pada koordinat 

10 1’ 52,25 N 1150 58’ 25,16 E dengan Plang tanda 

batas petak terlihat Jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Petak AH.12 dan AH.13 pada koordinat 

10 1’ 53,69 N 1150 58’ 24,92 E dengan Tanda 

batas menggunakan cat merah (//) terlihat jelas 

namun, rintis sudah tidak terlihat jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Petak AJ.11 dan AK.11 pada koordinat 

10 2’ 53,09 N 1150 57’ 32,77 E dengan Plang tanda 

batas petak terlihat Jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Petak AH.11 dan AJ.11 pada koordinat 

10 2’ 20,42 N 1150 57’ 52,47 E dengan Plang tanda 

batas petak terlihat Jelas di Lapangan. 

Secara umum, terdapat penandaaan dilapangan yang 

belum seluruhnya konsisten menyebabkan batas blok dan 

petak tidak jelas. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18 ) 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 
 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

 

D Baik PT Mutiara Kalja Permai memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2012. 

Pada pelaksanaan audit dapat diverifikasi data potensi 

tegakan berdasarkan hasil ITSP dengan kondisi : 

- Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 seluas 1.448 Ha 

untuk diamater >50 cm up dengan jumlah pohon 

rata-rata 15 pohon/ha (volume 70,65 m3/Ha),  

dilengkapi peta sebaran pohon skala 1:1.000. 

- Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 seluas 1.336,4 Ha 

untuk diamater >50 cm up dengan jumlah pohon 

rata-rata 14 pohon/ha (volume 73,34 m3/Ha), 

dilengkapi peta sebaran pohon skala 1:1.000. 

- Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2020 seluas 1.394,45 

Ha untuk diamater >50 cm up dengan jumlah pohon 

rata-rata 11 pohon/ha (volume 61,31 m3/Ha), 

dilengkapi peta sebaran pohon skala 1:1.000. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

CD Sedang Terdapat Laporan Pembuatan Petak Ukur Permanen 

Tahun 2019, Februari 2019 pada bekas tebangan RKT 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tegakan 

 

Tahun 2015 di Petak S.11 Luas 24 Hektar terdiri atas 6 

plot berisi data pengukuran kedua tegakan. 

Telah terdapat analisa riap tegakan dengan rata-rata riap 

volume 0,03 m3/Tahun, namun Laporan Pembuatan PUP 

masih perlu disesuaikan dengan Pedoman Teknis 

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan Nomor SK No. 38/Kpts/VIII-

HM.3/93. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

 

CD Buruk Telah terdapat upaya dalam melakukan analisis data 

potensi dan riap tegakan periode penilaian, namun belum 

terdapat penyampaian laporan analisis data riap tegakan 

PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai 

amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 

4. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (9/12 ) 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 
 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Sedang SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia lengkap 

tetapi isinya belum sesuai pedoman pelaksanaan atau 

ketentuan teknis berdasarkan Prinsip pada  Lampiran 1 

Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9./VI-BPHA/2009. 

SOP yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai terdiri dari 

: 

a. SOP Penataan Areal Kerja 

b. SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 

d. SOP Pemanenan 

e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan 

f. SOP Pembebasan Pohon Binaan 

g. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

 

D Sedang Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP Tahapan 

Sistem Silvikultur, dengan kondisi : 

a. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan PAK 

berupa pemberian tanda batas blok dan patok petak 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019. 

b. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan 

ITSP berupa penandaan Pohon yang ditebang dengan 

barcode dan label merah, sedangkan pohon inti dan 

pohon dilindungi dengan label warna kuning. 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

c. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan 

PWH berupa pembangunan jalan utama dan jalan 

cabang. Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terdapat 

realisasi pembuatan jalan utama sepanjang 8.789,51 

meter atau 74,54% dan jalan cabang sepanjang 

2.588,96 meter atau 39,85% berdasarkan Laporan 

TPTI per 31 Desember 2019. 

d. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan 

pemanenan berdasarkan realisasi LHP pada  

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 seluas 316,33 Ha atau 

23,67 % dari target luas dan realisasi volume 

sebanyak 10.529,55 m3 atau 20,25 % dari target 

volume. 

a. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan 

Penanaman Kiri Kanan Jalan di Kilometer 74-76 dan  

Penanaman rehabilitasi bekas TPn serta Jalan Sarad 

di Blok Eks 2018. Namun demikian, belum terdapat 

realisasi pengayaan dan penanaman tanah kosong. 

b. PT Mutiara Kalja Permai tidak perlu melaksanakan 

kegiatan pembebasan pohon binaan sesuai dengan 

Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9./VI-

BPHA/2009 dikarenakan seluruh areal merupakan 

HPT. 

c. PT Mutiara Kalja Permai telah melaksanakan kegiatan 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai 

keberadaan Pos Penjagaan KM 9. Disamping itu, 

dapat diverifikasi pemasangan plang larangan 

berburu, lindungi satwa liar, waspada dan hindari 

kebakaran, serta himbauan melestarikan hutan. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

(D) 

Baik 3 Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot nested sampling 

pada tingkat hidup pohon di Petak AH-12 dan AJ-11 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 masing-masing 3 plot, 

didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak 

ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata 

konversi per hektar sebanyak 220 pohon/Ha (>25 

pohon/Ha). 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot nested sampling 

pada tingkat hidup tiang dan pancang di Petak AH-12 dan 

AJ-11 RKTUPHHK-HA  Tahun 2019 masing-masing 3 plot, 

didapatkan permudaan tingkat tiang dan/ atau pancang dari 

jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar 

sebanyak 446 tiang/Ha (>100 batang tiang/Ha) dan 

pancang sebanyak 3.733 pancang/Ha (>400 batang 

pancang/ha). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

 
 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

 

D Sedang Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa SOP RIL 

PT Mutiara Kalja Permai dengan nomor dokumen SO-2-

02 Terbit Desember 2017 masih perlu disesuaikan 

dengan Perdirjen PHPL Nomor 

P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 

2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan 

Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D Sedang Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu 

pada kegiatan pra-perencanaan menggunakan teknologi 

software ArcGIS misalnya untuk pembuatan Peta 

Sebaran Pohon. Terdapat kegiatan yang belum 

dilaksanakan secara optimal terutama pada kegiatan 

pasca pemanenan kayu misalnya pembuatan sudetan. 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

 

D Sedang RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2020 

belum disahkan, sehingga pada pelaksanaan audit tidak 

dapat dilaksankan uji petik penebangan dan penyaradan 

kayu. 

Pengukuran tingkat kerusakan tegakan dilakukan dengan 

membandingkan kondisi vegetasi pada bekas tebangan 

(RKTUPHHHK-HA Tahun 2019) dan usulan blok 

tebangan (URKTUPHHK-HA Tahun 2020).  

Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot nested 
sampling didapatkan rata-rata tingkat kerusakan tegakan 

tinggal untuk semua tingkatan permudaan (semai, 

pancang, tiang dan pohon) sebesar 19,09 % (16% – 

30%). 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD Baik RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Tahun 2020 

belum disahkan, sehingga tidak dapat dilaksankan uji 

petik penebangan untuk pengukuran limbah 

pemanfaatan hutan. 

Berdasarkan studi berdasarkan dokumen Kajian Besaran 

Pemanfaatan Kayu Log (Faktor Eksploitasi) oleh PT 

Mutiara Kalja Permai, Tahun 2019 diketahui bahwa 

besaran faktor eksploitasi sebesar 0,88 % (≥0,70). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/21) 100% = 71,43 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal  

Kerjanya 
 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

CD Sedang Pada Periode audit Penilikan Ke-1 PHPL dapat 

diverifikasi keberadaan dokumen RKT yaitu : 

- Buku RKTPHHK-HA Tahun 2018, Peta Lampiran 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

 

skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA 

Tahun 2018 disahkan melalui Keputusan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur Nomor 

522.110.1/58/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 28 

Februari 2018.  

- Buku RKTPHHK-HA Tahun 2019, Peta Lampiran 

skala 1:50.000, dan SK Pengesahan RKTUPHHK-HA 

Tahun 2019 disahkan melalui Keputusan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Timur Nomor 

522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 

Desember 2018.  

- RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Mutiara Kalja 

Permai belum tersedia.  

Dengan demikian, tersedia dokumen RKTUPHHK-HA  

yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang yaitu 2/3*100% atau sebesar 

66,67%. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

 

D Sedang Diverifikasi bahwa Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 dan 2019 telah menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara 

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, 

namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKU yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Hal ini dikarenakan terdapat penggambaran DPSL yang 

seharusnya KKI. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan 

/ Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ pelesta-

rian plasma nutfah / religi 

/budaya / sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

 

D Sedang Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan 

RKTUPHHK-HT Tahun 2019 diverifikasi terdapat 

kesesuaian penandaan batas blok dan Petak Tebangan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019, namun demikian 

keberadaan PUP lokasinya tidak sesuai dengan peta 

RKTUPHHK-HA. 

Disamping itu, realisasi penandaan batas kawasan 

lindung berdasarkan verifikasi auditor ekologi bahwa 

penandaan batas kawasan lindung terealisasi sebesar 

51,66% dari yang seharusnya. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

 

D Sedang Realisasi produksi PT Mutiara Kalja Permai pada 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan kondisi : 

- Realisasi volume tebangan sebesar 10.529,55 m3 

dari rencana sebesar 52.000 m3 atau 20,25 %.  

- Realisasi luas tebangan sebesar 316,33 Ha dari 

rencana sebesar 1.336,40 Ha atau 23,67 %, yang 

berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD Sedang Berdasarkan ketersediaan Laporan Keuangan yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang tersedia yaitu 

per 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen 

No. 00020/2.1176/AU.2/01/1402-2/1/VII/2019 tgl. 18 Juli 

2019 oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera, 

didapatkan kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT 

Mutiara Kalja Permai : 

- Likuiditas = 100-150% 

- Solvabilitas = 100-150% 

- Rentabilitas = Positif 

- Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian 

Laporan Keuangan PT Mutiara Kalja Permai yang 

berakhir pada 31 Desember 2019 sedang dalam proses 

audit oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera 

sesuai surat Nomor :01/SK/KP-SV/I/2020 tanggal 14 

Januari 2019. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

CD Sedang Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Dana Kelola 

Hutan Tahun 2019 (un-audited) didapatkan realisasi 

dana untuk kegiatan Perencanaan, Perlindungan, 

Pembinaan hutan, Pengadaan sarana prasarana dan 

peralatan kerja, Penelitian pengembangan serta 

pengembangan SDM sebesar 68,80% (<80%). 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

 

 

CD Sedang Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Dana Kelola 

Hutan Tahun 2019 (un-audited) didapatkan proporsi 

realisasi dana kelola hutan kurang proporsional dengan 

realisasi perbedaan sebesar 46,74% (perbedaan >20%-

50%). Realisasi dana tertinggi pada kegiatan 

Pengembangan SDM sebesar 105,08% dan realisasi 

terendah pada Perlindungan Hutan sebesar 58,33%. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

 

CD Sedang Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan 

lancar, hal ini ditunjukan dengan realisasi dana kelola 

hutan yang cukup (pada kisaran 60%-79%). Selain itu, 

hasil wawancara dengan beberapa karyawan bahwa 

pembayaran baik gaji bulanan maupun borongan tidak 

mengalami masalah/ lancar. Namun demikian, masih 

terdapat kegiatan teknis yang tidak sesuai dengan tata 

waktunya diantaranya kegiatan pengayaan dan  

penanaman tanah kosong (areal non hutan). 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

 

D Sedang Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan 

untuk kegiatan Pembinaan hutan dan Perlindungan 

Hutan di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA pada 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terealisasi sebesar 76,90% 

(≥60-80%). Disamping itu, belum terdapat realisasi 

biaya penanaman tanah kosong (areal non hutan) 

seperti yang direncanakan pada RKUPHHK-HA. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

(CD) 

CD Buruk Berdasarkan rencana kegiatan fisik penanaman sesuai 

dengan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Realisasi 

Kegiatan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan kegiatan 

penanaman, diketahui bahwa Realisasi Pelaksanaan 

Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan Tahun 

2019 sebesar 31,63% (<60%) dari yang direncanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/21) 100% = 61,90 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1. 
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D Sedang Luas kawasan dilindungi (8.541 ha) sesuai dengan 

dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB 

tahun 2013 periode 2013-2022, meliputi : Buffer Zone 

Hutan Lindung (4.585,40 ha), Sempadan Sungai (973 

ha), Kawasan Konservasi Insitu (1.500,70 ha), KPPN 

(300 ha) dan Kawasan Lindung lainnya (1.181 ha). 

Kondisi biofisik kawasan dilindungi ada yang tidak 

sesuai, yaitu sempadan Sungai Matelay Saki karena 

adanya kegiatan penambangan emas liar secara 

tradisional oleh masyarakat. Para penambang 

membuat pondok-pondok di sempadan sungai. 

Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum 

dilakukan secara periodik. 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

D Sedang PT Mutiara Kalja Permai merencanakan penandaan 

batas kawasan dlindungi hingga tahun 2020 ini adalah 

sepanjang 10.257,30 km dan baru terealisasi hingga 

Januari 2020 adalah 53,00 km (51,66 %) 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

 

D Baik Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang 

masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan 

lahan kering sekunder) hasil overlay kawasan lindung 

ke Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2018 yang telah 

disahkan Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan c.q. Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan, No. 

S.678/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 31 

Desember 2018, adalah 8.435 ha atau 98,76 % dari 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

total luas kawasan dilindungi 8.541 ha. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

 

CD Sedang Sosialisasi tentang kawasan dilindungi baru dilakukan 

di 1 (satu) desa dari 4 (empat) desa binaan PT Mutiara 

Kalja Permai. Keberadaan kawasan dilindungi 

khususnya di sempadan sungai masih terjadi kegiatan 

illegal oleh masyarakat yaitu berupa penambangan 

emas liar secara tradisional. Hal ini mengindikasikan 

bahwa belum semua pihak (dari masyarakat) mengakui 

keberadaan  kawasan dilindungi yang ada di areal PT 

Mutiara Kalja Permai. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D Sedang Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang 

areal telah dilakukan pada sebagian KL yaitu melalui 

penandaan batas KL pada Sempadan S. Matelay, S. 

Matelay Saki, S Merah, S. Belayan, dan sebagian Buffer 

Zone HL G. Kenye 

Kawasan Lindung lainnya (KKI, KPPN dan Linnya) 

sesuai yang direncanakan di RKUPHHK belum 

dilakukan pengelolaan baik melalui 

penandaan/penataan batas KL maupun kajian/survey 

tentang kondisi di dalamnya.  

Pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan 

dilindungi.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100% = 74,07 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

 

D Sedang Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT 

Mutiara Kalja Permai berdasarkan dokumen RKUPHHK 

tahun 2013, wawancara dengan karyawan serta 

verifikasi lapangan tahun 2020, antara lain : kebakaran 

hutan, perambahan hutan, illegal logging, hama 

penyakit tanaman, perburuan dan penambangan emas 

liar. 

Dalam SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. 

Dok : SO-4-07, Terbit : Desember 2017, tercantum 

penjelasan untuk penanggulangan perambahan, 

kebakaran, perburuan satwa liar, hama penyakit 

tanaman. Namun isi SOP masih bersifat umum, tidak 

secara spesifik dan belum dibuat secara terpisah untuk 

penanggulangan sesuai potensi jenis-jenis gangguan 

hutan yang ada. 

PT Mutiara Kalja Permai belum memiliki SOP 

penanggulangan perambahan, illegal logging, 

perburuan, hama penyakit tanaman dan penambangan 

emas liar. SOP pengendalian kebakaran hutan belum 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

mencantumkan acuan/referensi dalam penyusunan 

SOP.  

 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D Sedang Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum 

lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran 

hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

 

D Sedang SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu pemadam 

Kebakaran (RPK) kualifikasinya belum sesuai dengan 

PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli 

Api (MPA) dari seluruh desa binaan juga belum 

tersedia.  

Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan 

SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan seluruhnya 

belum memiliki kualifikasi. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

 

D Sedang Kegiatan preemptif untuk kebakaran hutan, 

perambahan hutan, illegal logging, perburuan, 

penambangan emas liar belum dilakukan. Kegiatan 

preventif terkait kebakaran hutan (SDM, sarana 

prasarana, monitoring peringkat bahaya kebakaran) 

belum memadai. Kegiatan preventif untuk monitoring 

hama penyakit tanaman belum dilakukan. Kegiatan 

represif untuk illegal logging/pengambilan Ulin dan 

perburuan satwa liar oleh masyarakat belum dilakukan.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

 

D Sedang SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP 

pengelolaan limbah domestik, limbah B3, kualitas air, 

pengelolaan dan pengukuran sedimentasi sungai, 

tinggi muka air sungai, iklim mikro (curah hujan, hari 

hujan, suhu udara, kelembaban udara) belum tersedia. 

 

 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

 

D Sedang Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara 

teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam 

dokumen perencanaan RKUPHHK berbasis IHMB tahun 

2013. 

Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS 

limbah B3 beserta izin dan MoU dengan pihak ke-3 

untuk proses pengangkutan limbah B3 ; pengukur 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

suhu udara dan kelembaban udara, TPA sampah 

organik dan anorganik ; gudang penyimpanan oli 

bekas. Secara teknis sipil ada yang tidak berfungsi 

dengan baik seperti worksop bengkel, bak erosi, 

rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, 

tempat sampah. Secara teknik vegetatif, penanaman di 

eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan 

persemaian telah tersedia. 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

 

D Sedang Berdasarkan PermenLHK Nomor: 

P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (ditetapkan 

tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 

Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang 

profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. 

Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup 

(Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: 

P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: 

P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Peraturan ini tidak menjelaskan tentang jumlah 

kecukupan GANISPHPL. Sehingga dalam kegiatan 

penilaian ini, saat koordinasi awal dengan BPHP, pihak 

BPHP menyatakan untuk tetap memakai Perdirjen 

PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 sebagai acuan 

dalam penilaian. 

Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air dengan tersedianya 

GANISPHPL-BINHUT sebanyak 3 (tiga) orang dan 

masih aktif masa berlakunya. Jumlahnya belum sesuai 

dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, 

karena dengan luas areal 25.000 - <50.000 ha, PT 

Mutiara Kalja Permai wajib menyediakan GANISPHPL-

BINHUT sebanyak 5 (lima) orang (dalam hal ini, luas 

areal PT Mutiara Kalja Permai 65.875 ha). 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

 

D Sedang Rencana dan implementasi pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan 

dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB 

tahun 2013. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang 

tidak sesuai, seperti bak erosi, limbah B3, limbah 

domestik.  

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

 

D Sedang Rencana dan implementasi pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan 

dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis 

IHMB tahun 2013. 

Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan 

air tidak dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per 

semester. Isi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan yang merupakan laporan 

pelaksanaan RKL dan RPL, belum mengacu pada 

peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 

tanggal 5 April 2005. 
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INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang 

belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan 

kelembaban), erosi tanah, sedimentasi sungai, tinggi 

muka air sungai, neraca limbah B3. 

Secara teknik vegetatif, pemantauan 

pengadaan/mutase bibit (persemaian) telah dilakukan. 

Pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di kiri 

kanan jalan, eks TPn dan eks jalan sarad belum 

dilakukan karena belum masuk jadwal pemeliharaan 

sesuai SOP yang tersedia. 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D Sedang Dampak erosi tanah d areal PT Mutiara Kalja Permai 

belum bisa diketahui karena sarana pengukur erosi 

belum berfungsi dengan baik dan belum dilakukan 

pengukuran.  

Hasil uji laboratorium kualitas air untuk parameter 

residu tersuspensi (TSS) dan Amoniak masih di bawah 

baku mutu Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 

2011. Parameter untuk pengujian kualitas air sungai 

belum lengkap, seperti residu terlarut (TDS), BOD, 

COD, DO, fosfat, total coliform untuk melihat tingkat 

pencemaran air sungai. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (24/36) x 100% =  66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

 

D Sedang Dalam SOP Identifikasi Flora Dilindungi, belum 

menggambarkan secara teknis pengambilan data flora 

pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon untuk 

melihat keanekaragaman jenis (H’). Dalam SOP 

Identifikasi Fauna Dilindungi, belum menggambarkan 

secara teknis pengambilan data dari Kelas mamalia, 

aves/burung dan reptilia untuk melihat 

keanekaragaman jenis (H’). 

Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP 

belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu 

PermenLHK Nomor: 

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 

Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 

2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

D Sedang Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di 

areal kawasan dilindungi dan areal petak tebang (Blok 
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identifikasi 

 

RKT). 

Kegiatan identifikasi flora yang telah dilakukan, belum 

mencerminkan daftar/hasil inventarisasi flora karena 

hanya tercatat 2 (dua) jenis flora. 

Kegiatan identifikasi fauna, untuk penamaan nama 

latin/ilmiah dan status dilindungi ada yang belum tepat. 

Lokasi yang menjadi target kegiatan identifikasi tidak 

tercantum. Kegiatan identifikasi hanya berdasarkan 

data insidentil baik dari perjumpaan langsung, jejak 

maupun vokal (suara). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah 

dan endemik 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku 

 

D Sedang Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP 

belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu 

PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: 

P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

D Sedang Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya 

sesuai SOP yang ada. 

 

 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

 

D Sedang Adanya illegal logging/pengambilan kayu Ulin dan 

penambangan emas liar di sungai-sungai yang 

dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan potensi 

adanya gangguan terhadap jenis flora dilindungi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.6. 

 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam 

 punah dan endemik 

 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

 

D Sedang Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum 

direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK 

Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 

dan Satwa Yang Dilindungi. 

SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum spesifik 

terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan 

fauna sesuai dengan yang 

direncanaka 

D Sedang Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai 

SOP yang ada. 

 

 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam 

punah dan endemik  

D Sedang Kondisi fauna dilindungi yaitu Rusa (Cervus unicolor) dan Cucak 

Hijau/Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) masih mengalami 

gangguan perburuan oleh masyarakat Berdasarkan PermenLHK 

Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 

Desember 2018, Rusa dan Cucak Hijau adalah dilindungi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat. 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/ 

laporan mengenai pola 

penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

D Sedang Untuk RKT 2019 (di dalam blok I) berada pada wilayah adat adat 

Desa Muara Belinau. 

Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH yang dituangkan dalam dokumen Peta Wilayah Adat 

dalam hal ini untuk RKT 2019 berada pada blok I. 

Tersedia  rencana pemanfaatan yang dituangkan di dalam 

dokumen RKU, RKT 2019 dan RO PMDH/Kelola Sosial tahun 



 
 

Halaman 26 dari 46 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

 

2019 

Tidak tersedia dokumen laporan yang berkaitan dengan 

identifikasi dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

PT MKP memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / 

rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

 

CD Sedang Berdasarkan hasil wawancara dengan unit manajemen dan 

masyarakat, prosedur tersebut belum disosialisasikan  dan 

belum dapat diterapkan karena diantara desa belum sepakat 

terkait batas wilayahnya yang berada di dalam areal.  Sedangkan 

tempat-tempat yang dianggap penting seperti kuburan, sepan, 

goa sarang burung  dan tempat lainnya belum diidentifikasi dan 

ditata batas. 

PT MKP telah memiliki SOP Penentuan Batas Partisipatif dan 

SOP Penyelesaian Konflik Sosial.  Prosedur tersebut belum 

disosialisasikan kepada masyarakat. 

PT MKP memiliki sebagian dokumen terkait  mekanisme 

penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

& penyelesaian konflik yang diketahui para pihak 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

D Baik PT MKP memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas 

mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan 

SDH yang legal, lengkap dan jelas 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

 

CD Sedang Terdapat peta sebaran kampung di dalam areal PT MKP dengan 

luas kampung tetapi tidak ada pengesahan dari pihak desa 

Bahwa batas wilayah adat antar desa belum dilakukan dan dbuat 

batasnya 

Bahwa batas wiayah pemerintahan sudah tersedia akan tetapi 

batas wilayah pemerintahan masih berbeda dengan batas 

wilayah adat 

Pada RKT 2019 keberadaan lokasi yang dianggap penting bagi 

masyarakat seperti kuburan, lokasi desa lama, kebun rotan, 

sepan (tempat minum hewan), goa sarang burung walet dan 

yang lainnya, sudah diidentifikasi dan tidak terdapat areal yang 

dilindungi adat 

PT MKP memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas 

kawasan dengan kawasan masyarakat 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

CD Baik Terdapat peta sebaran kampung di dalam areal PT MKP dengan 

luas kampung tetapi tidak ada pengesahan dari pihak desa 

PT MKP sudah sejak lama beroperasi di wilayah kecamatan 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

Tabang dan telah medapatkan pengakuan dari pihak pemerintah 

dan unit manajemen IUPHHK lainnya. 

Dari hasil audit sertifikasi awal PT MKP telah mendapatkan 

persetujuan dan dukungan dari masyarakat Kecamatan Tabang 

Keberadaan PT MKP sangat membantu masyarakat 

mendapatkan akses ke hutan untuk mengambil hasil hutan 

bukan kayu. 

PT MKP memiliki persetujuan para pihak dan konflik dikelola 

dengan baik 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) x 100 % = 80.95% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

sesuai  dengan peraturan 

perundangan yang 

relevan/berlaku 

D Sedang PT MKP memiliki dokumen RKU, RKT, Rencana Operasional 

(RO) Kelola Sosial tahun 2019 dan laporan semester kegiatan 

PMDH/kelola sosial tahun 2019 

Tidak tersedia dokumen Rencana Operasional PMDH/Kelola 

Sosial Partisipatif 

PT MKP memiliki sebagian dokumen yang menyangkut 

tanggung jawab sosial kepada masyarakat.  Dimana dokumen 

laporan kegiatan Kelola Sosial/PMDH dan berita acara serah 

terima pembayaran fee kompensasi/bantuan sosial belum 

didokumentasikan dengan lengkap.. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D Baik PT MKP memilik mekanisme yang lengkap & legal tentang 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat. berupa : SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, 

SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat , SOP 

Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

 

D Baik PT MKP memiliki wilayah binaan yang berada di Kecamatan 

Tabang yang meliputi Desa Tabang Lama dan Desa Muara 

Belinau (desa binaan utama) dan Desa Baru serta ]Desa Muara 

Tiq (desa binaan lainnya) 

Sosialisasi Visi Misi, RKT, Hak dan Kewajiban, Kawasan 

Lindung, PMDH/CSR dan Tata Batas diadakan pada Masyarakat 

Desa Muara Belinau tanggal 8 Januari 2019 (tidak terdapat 

dokumentasi foto) 

PT MKP memiliki bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hal 

dan kewajiban pemegang izin 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

D Sedang PT MKP memiliki dokumen RO Kelola Sosial tahun 2019, 

laporan semester kegiatan PMDH/Kelola Sosial 

Pada tahun 2019 tercatat pembayaran fee kepada desa Tabang 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

 

Lama sebesar Rp 249.159.150 yang terdiri atas pembayaran fee 

konpensasi atas kayu log sebanyak 11.539,78 m3 dan dana 

operasional desa sebesar Rp 200.000.000,- (per tahun Rp 

100.000.000,-) 

Pembayaran fee konpensasi untuk Desa Muara Belinau sebesar 

Rp  221.120.550,- atas produksi kayu sebanyak 10529,55  m3 

yang berupa fee produksi sebesar Rp 20.000/m3 dan dana 

opersional desa sebesar Rp 1000/m3. 

PT MKP memiliki dokumen RO Kelola Sosial tahun 2019, 

laporan semester kegiatan PMDH/Kelola Sosial. 

Hasil wawancara : Bahwa PT MKP memberikan bantuan kepada 

masyarakat secara langsung dan tidak diiringi dengan laporan 

dan bukti serah terima  

Tersedia dokumen serah terima dalam bentuk Berita Acara, 

kwitansi pembayaran yang ditanda tangani pihak penerima. 

Tidak tersedia dokumentasi foto sebagai bukti pendukung Berita 

Acara 

Tidak tersedia laporan lainnya terkait bantuan non tunai kepada 

desa (fisik bangunan dan barang) 

PT MKP memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

D Sedang Didalam dokumen Berita Acara serah terima tidak terdapat 

dokumentasi foto sebagai dokumen pendukung 

Hasil wawancara : bahwa bantuan langsung berupa fisik dan 

tunai tidak terdokumentasi 

PT MKP memiliki sebagian laporan/dokumen yang terkait 

pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (24/30) x 100% = 80,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH 

D Sedang Dari hasil kompilasi data yang ada dan wawancara, Pemenuhan 

data dan informasi tersebut sebanyak 57,25 % 

PT MKP memiliki  sebagian data/informasi terkait dengan 

ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 



 
 

Halaman 29 dari 46 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

D Baik PT MKP memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas 

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat seperti : SOP  Bina Desa,  SOP Akses Masyarakat 

Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan 

Masyarakat 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat 

CD Sedang Tidak terdapat dokumen Rencana Operasional PMDH 

Partisipatif 

PT MKP memiliki sebagian dokumen terkait dengan rencana 

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat namun kurang lengkap dan jelas 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat 

oleh pemegang izin yang 

tepat sasaran 

 

D Sedang PT MKP telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat  yang meliputi penyerapan 

tenaga kerja lokal, penyediaan sayur mayur yang berasal dari 

desa setempat dan perakitan, realisasi kegiatan kelola sosial 

pada aspek ekonomi dan fasilitasi kelembagaan masyarakat 

berupa :  

Tenaga kerja lokal tersisa sebanyak 20 orang dari total 42 

orang karyawan, saat ini dengan ketiadaan operasional 

sebagian karyawan mengalamai restrukturisasi (dirumahkan). 

Realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial pada tahun 2019 

sebesar Rp 728.909.710,- dari Rp 756.700.000,- (96,33%) 

Realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial pada aspek ekonomi 

pada tahun 2019 sebesar Rp 427.779.710,-  dari Rp 

555.000.000,- (77,08%) 

Kegiatan ekonomi tersebut lebih cenderung pada bantuan 

honor-honor pemerintahan desa/pengurus adat dan 

pembayaran fee konpensasi, belum pada kegiatan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

Sehingga PT MKP memiliki sebagian bukti kegiatan peran serta 

dan aktivitas masyarakat hukum adat atau masyarakat 

setempat 

4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

 

D Sedang Selama periode tahun 2019 dstribusi manfaat kepada negara 

dalam bentuk pembayaran kewajiban kepada negara dan 

pemenuhan peraturan ketenagakerjaan seperti pembayaran 

PBB,  BPJS Ketenagakerjaa, PPH 21, PPN dan DR/PSDH 

sebagai berikut : 

PBB Rp 1.048.387.600,- 

PPH Pasal 21 Rp 4.399.805,-  

PPN 2019 Rp 3.152.171,- 

BPJS Ketenagakerjaan Rp 8.173.380,- 

Distribusi manfaat kepada karyawan dalam bentuk pembayaran 

gaji dan tunjangan-tunjangan :  

Gaji tahun 2019 Rp 6.865.682.836,- 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Distribusi manfaat kepada masyarakat dalam bentuk fee 

konpensasi, mitra kerja, kompensasi, honor dan bantuan 

perusahaan tahun 2019 Rp  728.909.710,- 

Sehingga PT MKP memiliki sebagian bukti dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

dan kurang terdokumentasi dengan baik 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100 % = 74.07% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D Baik Dokumem yang tersedia pada PT MKP adalah  : SOP 

Penyelesaian Konflik Sosial No. SO-4-05, dibuat oleh Prihatini 

Hayati (Kabid Binhut dan Lingkungan), diperiksa oleh Yonki 

Kurniawan (Manager Camp) dan disetujui Edi Triono (Direktur), 

tanggal 11 Desember 2017. 

Surat Keputusan Direktur Utama No. 04/MKP/SMD-Dir/VII/2019 

Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Koflik PT MKP 

Penanggung jawab : Yonki Kurniawan 

Koordinator : Agus Setia Budi 

Humas : Sugeng 

Pelaksana logistik : Makali 

Pelaksana perencanaan/perpetaan : Rohan Soffianto 

Pelaksana pengamanan 

Struktur organisasi resolusi konflik diisi dari berbagai bagian 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D Sedang Pada periode tahun 2019 PT MKP memiliki laporan laporan 

Pemetaan Konflik dan Resolusi Konflik tahun 2019. 

Proses identifikasi resolusi konflik baru sebagian mengikuti 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada 

Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

Tidak terdapat peta rawan konflik sebagai dasar menentukan 

lokasi potensi konflik 

PT MKP belum menyampaikan laporan Pemetaan Konflik dan 

Resolusi Konflik yang dibuktikan dengan tanda terima dari 

instansi terkait. 

Dari hasil observasi bahwa terdapat potensi konflik lainnya 

berupa penggunaan jalan angkutan logging yang dipergunakan 

masyarakat terutama di bilah jalan dari batas IIUPHHK sampai 

Km 0 (log pond) 

Laporan hasil pemetaan konflik adalah sebagai berikut : 

Potensi konflik pada tingkat kasus : Pencari emas tradisional 
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 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

45,6% (terkendali), berburu binatang 43.7% (terkendali), 

pencari burung 44.3% (terkendali). PT MKT memiliki sebagian 

laporan pemetaan dan reolusi konflik 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

D Baik PT MKP telah memiliki struktur organisasi yang menangani 

masalah Kelola Sosial dan SK penetapan struktur organisasi 

resolusi konflik, sumber daya manusia diambil dari berbagai 

bagian di dalam struktur organisasi operasional manusia dan 

pendanaan cukup 

 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

yang pernah terjadi 

(D) 

D Sedang Pada blok RKT 2019 terdapat kegiatan penambangan emas 

tradisional di sekitar lokasi sungai Matelai Saki dan saat mulai 

penebangan diminta untuk keluar dari lokasi yang sangat 

membahanyakan akibat kegiatan penebangan 

Solusinya dengan memanggil kepala Desa (petinggi untuk 

meminta masyarakatnya keluar dari lokasi) 

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memasang plang-plang 

himbauan dan melalui pendekatan ke masyarakat agar tidak 

melakukan aktifitas yang menyalahi ketentuan dan melakukan 

monitoring masyarakat yang keluar masuk ke dalam areal di 

pos penjagaan KM 9 

Sejak tahun 2019  PT MKP telah memiliki sebagian 

dokumen/laporan proses penanganan konflik 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/24) x 100% = 83.33% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 VERIFIER PENYUSUN 

INDIKATOR 
BOBOT 

NILAI 

KINERJA 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

 

D Sedang Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara dengan pekerja 

dan manajemen, pihak perusahaan telah merealisasikan 

sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. 

Sosialisasi peraturan perusahan belum sepenuhnya dilakukan. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan 

realisasi pengembangan 

kompetensi tenaga kerja 

 

D Sedang Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara dengan pekerja 

dan manajemen, pihak perusahaan telah merealisasikan 

sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. 

Sosialisasi peraturan perusahan belum sepenuhnya 

dilakukanPT MKP telah merealisasikan pengembangan 

kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis 

PHPL, in-house dan ex-house training pada sejak tahun 2019. 

PT MKP merencanakan pelatihan tahun 2019 (rencana 

12/realisasi 16 orang/prosentase 133,33%). Sehingga realisasi 

pengembangan kompetensi setahun terakhir sebesar 133,33 

%.  

Dalam pemenuhan Ganis PHPL : PT MKP memiliki 8 orang 

GANISPHPL (terdiri dari Kurpet = 0, Canhut = 1, Nenhut = 1, 

Binhut = 3 dan PKB-R = 3. Sehingga masih terdapat 
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kekurangan sebanyak 10 orang personil GANIS. Prosentase 

ketersediaan tenaga teknis PHPL sebesar 35,66 %  

Dengan demikian PT MKP belum memenuhi ketentuan 

Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Petunjuk Pelaksanaan 

Kewajiban Pengelolaan Hutan dan Pemegang Usaha 

Pemanfaatan Hutan Produksi, Ijin Usaha Industri Primer Hasil 

Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan 

atau Mempekerjakan Tenaga Teknis PHPL) 

Sehingga PT MKP telah merealisasikan sebagian besar rencana 

pengembangan kompetensi. 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan implementasinya 

 

 

D Sedang SOP terkait standar jenjang karir PT MKP berupa : 

SOP Pekrekrutan dan Seleksi  Karyawan. SOP No : SO-7-1 

dbuat oleh Uriyanti S, Diperiksa Oleh Yonki Kurniawan 

Diketahui oleh Edy Triono tanggal 23 Desember 2019 

SOP Promosi. SOP No : SO-7-02 dbuat oleh Uriyanti S, 

Diperiksa Oleh Yonki Kurniawan Diketahui oleh Edy Triono 

tanggal 23 Desember 2019 

Untuk periode tahun 2019 peningkatan jabatan karyawan yang 

ada sebanyak 1 orang 

Sehingga PT MKP memiliki sebagian dokumen standar jenjang 

karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan SOP 

promosi dan telah diimplementasikan sebagian sesuai 

kebutuhan organisasi perusahaan. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D Sedang Bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah dipenuhi 

BPJS kesehatan untuk karyawan baru sebagian 

PT MKP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan 

yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan baru sebagian 

tunjangan karyawan yang diimplementasikan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24)) x 100% = 66.67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HA 

 

NO. 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal 

terkait perizinan 

usaha (SK 

IUPHHK) 

M Pada periode audit Penilikan Ke-1 dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SK-IUPPHK) tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat SK IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.506/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja 

Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 65.875 (Enam Puluh Lima 

Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan 

Timur. SK merupakan salinan sesuai  dengan aslinya yang 

ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 19500514 198303 1 001 yang 

dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri 

Kehutanan (H. MS. Kaban) ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 

2009. 

2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Mutiara 

Kalja Permai (perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 

Kalimantan Timur Luas ± 65.875 Ha Skala 1 : 250.000. 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta Citra Satelit oleh Direktorat 

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan nomor 

surat : S.628/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 31 Desember 

2018, dapat diketahui informasi tentang status kawasan hutan di areal 

IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai pada saat periode audit sebagai 

berikut : 

 Blok I  

Fungsi Hutan 

  

Hutan Lindung (HL)   : 2.319 Ha 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 51.541 Ha 

Jumlah I : 53.860 Ha 

 Blok II  

Fungsi Hutan 

  

Hutan Lindung (HL)   : 904 Ha 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 6.871 Ha 

Jumlah II : 7.775 Ha 

 Blok III 

Fungsi Hutan 

  

Hutan Lindung (HL)   : 0 Ha 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 1.630 Ha 

Jumlah II : 1.630 Ha 
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 Blok IV 

Fungsi Hutan 

  

Hutan Lindung (HL)   : 4 Ha 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 2.606 Ha 

Jumlah II : 2.610 Ha 

Blok I+II+III+IV : 65.875 Ha 

4. Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi 

PT Mutiara Kalja Permai sebagai berikut :  

a) Akta pendirian PT Mutiara Kalja Permai No. 42 Tanggal 20 Juni 

1987 Notaris M.M.I. Wiardi, S.H.; 

b) Akta Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda 

Gunawan, S.H. perihal persetujuan penjualan saham. 

c) Akta No. 30 Tanggal 20 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda 

Gunawan, S.H. perihal pengiktan jual beli saham. 

d) Akta perubahan (terakhir) No. 03 Tanggal 06 September 2016 

Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. perihal persetujuan 

penjualan saham. 

e) NPWP nomor: 01.329.140.6-722.000. 

f) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13807KT/WPJ.14/ 

KP.0203/2014. 

g) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor 

Induk Berusaha (NIB) No. 9120001292589 yang ditetapkan 

tanggal 28 Februari 2019. 

2. 1.1.1.b Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran 

Izin Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). Tidak 

berlaku untuk 

Pemegang Hak 

Pengelolaan 

M  Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Revisi) Nomor: 

S.1259/VI-BIKPHH/2009 tanggal 7 Desember 2009 dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tanda-tangani 

oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP. 19571020 198203 1 002. 

 Terdapat bukti setor tahap I IIUPHK-HA oleh PT Mutiara Kalja Permai 

ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri 

Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank 

Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman , tanggal 13 Agustus 2010 

senilai Rp. 3.358.437.500,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan 

juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan berita 

Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912 dan diverifikasi/legalisir 

oleh petugas Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman  atas 

nama Aniwati/A.393. 

 Terdapat bukti setor tahap II pelunasan SPP IIUPHHK-HA oleh PT 

Mutiara Kalja Permai ke rekening Bendaharawan penerima setoran 

IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-

0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman, 

tanggal 18 Agustus 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1901AXXXXXX0912 

dan diverifikasi/legalisir oleh petugas Bank Mandiri Cabang Samarinda 

Mulawarman  atas nama Aniwati/A.393. 
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3. 1.1.1.c Penggunaan 

kawasan yang 

sah di luar 

kegiatan IUPHHK 

(jika ada) 

NA Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir 

tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT 

Mutiara Kalja Permai berdasarkan izin yang sah di luar kegiatan IUPHHK. 

 

PRINSIP 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

NO. 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
Kode Judul 

1. 2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ 

Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi: 

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising dan/atau 

Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH  dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval 

3. Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

M  Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja 

Permai periode 2013 – 2022 yang telah 

disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 

November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi 

Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA PT Mutiara 

Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 

yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha 

Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n 

Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 

001), yaitu sbb: 

a. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan 

Produksi Berbasis IHMB pada Tutupan Lahan 

Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja 

Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 

Kalimantan Timur skala 1: 100.000 

b. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan 

Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan 

Pohon Diameter ≥ 50 Cm Periode tahun 2013 

s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten 

Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 

skala 1: 100.000. 

 Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. PT Mutiara 

Kalja Permai Tahun 2019, yang telah mendapat 

persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP.19611214 

198703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 

522.110.1/22/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 

Desember 2018 dan berlaku mulai tanggal 02 Januari 

2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan 

dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 
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50.000. 

 Adapun Target Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 

dengan rincian sebagai berikut : 

1) Target Blok Tebangan RKT Tahun 2019 terdiri 

atas 16 Petak (AH-9, AH-10, AH-11, AH-12, AH-

13, AH-14, AH-15, AJ-9, AJ-10, AJ-11, AJ-12, 

AJ-13, AJ-14, AJ-15, AK-9, AK-10) dengan luas 

1.336,40 Ha dan sebanyak 9.381 pohon dengan 

volume 50.044 m3 ; 

2) Target pembuatan jalan angkutan kayu pada blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Et-0), yaitu Jalan 

Utama di luar blok sepanjang 1.386,47 meter 

dengan volume 84 m3 (42 pohon), Jalan Utama 

di dalam blok sepanjang 11.791,37 meter 

dengan volume 1.399 m3 (547 pohon) dan Jalan 

Cabang di dalam blok sepanjang 6.497,30 meter 

dengan volume 473 m3 (179 pohon). 

 PT Mutiara Kalja Permai memiliki tenaga teknis 

(Ganis) PHPL Canhut atas nama Ir. Kartobi dengan 

Register No. 01045-11/CANHUT/XX/2013 berdasarkan 

SK Dirjen PHPL No.  SK.155/BPHP.XI-3/2019 tanggal 

13 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 12 Februari 

2022. Terdapat SK Direktur Utama PT Mutiara Kalja 

Permai No. SK.04/DIRUT-MKP/II/2019 tanggal 14 

Februari 2019 tentang Perpanjangan Pengangkatan 

Petugas Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) 

pada IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Wilayah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2019. 

2. 2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

M  Terdapat Surat Keputusan Direksi PT MKP No. 

71/MKP/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang 

Penetapan kawasan Lindung PT Mutiara Kalja Permai 

dengan Luas 8.541,00 Ha. Surat tersebut 

ditandatangani oleh Edi Triono, S.Hut selaku Direktur 

Utama PT Mutiara Kalja Permai dengan rincian jenis 

kawasan lindung seperti pada dokumen RKUPHHK-

HA berbasis IHMB 2013 – 2022. 

 Terdapat Berita Acara Pembuatan Batas Sempadan 

Sungai Matelay Saki sepanjang 2 kilometer dengan 

lebar 50 meter kanan kiri sungai yang dibuat oleh 

Suwardi (Perencanaan Hutan) dan Herman 

(Pembinaan Hutan) tertanggal 16 Desember 2019. 

 Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya 

penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang yaitu 

pada Sempadan Sungai Matelay Saki berupa Plang 

nama dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna 

merah pada batang kayu. Adapun lokasi Sempadan 

Sungai Saki berada pada Blok RKT Tahun 2019. 

3. 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/ 

blok RKT/petak RTT yang jelas di 

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja 

Permai Tahun 2019 dengan Skala 1 : 50.000 telah 
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peta dan terbukti di lapangan didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang 

disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019, diantaranya : 

 Penandaan Blok RKT Tahun 2019 berupa 

pemasangan plang RKT dan batas luar Blok RKT 

ditandai dengan cat merah strip 2 (//) ; 

 Batas antar petak pada RKT Tahun 2019 ditandai 

dengan plang nama dan cat merah strip 1 (/) ; 

 Batas Petak AH 13 dengan Petak AG 13 pada Blok 

RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada 

pada koordinat N 10 1’ 48” E 1150 58’ 28” ; 

 Batas Petak AH 12 dengan Petak AH 13 pada Blok 

RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada 

pada koordinat N 10 1’ 52” E 1150 58’ 24” ; 

 Batas Petak AH 12 dengan Petak AJ 12 pada Blok 

RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada 

pada koordinat N 10 2’ 20” E 1150 58’ 21” ; 

 Batas Petak AH 11 dengan Petak AJ 11 pada Blok 

RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada 

pada koordinat N 10 2’ 20” E 1150 57’ 52” ; 

 Batas Petak AH 11 dengan Petak AH 12 pada Blok 

RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada 

pada koordinat N 10 2’ 18” E 1150 57’ 54”. 

4. 2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 

periode 2013 – 2022 yang telah disahkan/setujui dengan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 

tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 

Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 

disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah 

sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan 

rencana tebangan maksimum seluas 19.667,50 ha/10 

tahun dan volume maksimum 619.047,60 m3/10 tahun. 

5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada 

areal penyiapan lahan yang diizinkan 

untuk pembangunan hutan tanaman 

industri. 

NA PT Mutiara Kalja Permai adalah pemegang IUPHHK-HA 

sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan 

lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman 

industri. 
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1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M  PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan petugas pembuat 

LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Hadi Purnomo dengan 

Register Nomor 02089-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK 

Dirjen PHPL No. SK.784/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 

November 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan 

SK Direktur Utama PT MKP No. SK.03/DIRUT-

MKP/SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang 

pengangkatan petugas pembuat LHP-KB IUPHHK-HA PT 

Mutiara Kalja Permai Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. 

 Selama periode audit penilikan ke-1 (Januari s/d Desember 

2019), PT Mutiara Kalja Permai telah menerbitkan dokumen 

LHP sebanyak 4 set dengan volume sebesar 10.529,55 m3 

dengan rincian sbb : 

 

 Adapun realisasi produksi pada RKT Tahun 2019 telah tercapai 

20,25% dari target sebesar 52.000 m3. 

 Terdapat dokumen Berita Acara DKDS sebanyak 3 set dengan 

volume sebesar 226,12 m3. 

 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang 

berada di TPK Antara II Muara Rahung pada koordinat N 0º 35’ 

42” dan E 115º 58’ 14” menunjukkan kesesuaian pada jenis 

kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak 

melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,31 %. 

2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar, 

- TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan 

dan/atau penampung 

kayu terdaftar. 

M  PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPK Hutan, 

TPK Antara I Km. 56, TPK Antara II Muara Rahung, TPK 

Antara III Sungai Pedohon, TPK Antara IV Muara Belayan 

melalui SK Direktur Utama PT MKP dan telah terupload pada 

website SIPUHH Online. 

 PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis yang bertugas 

menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK 

Antara I Km. 56 atas nama Eko Heri Sukoco dengan 

Register Nomor 02554-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan 

SK Dirjen PHPL No. SK.713/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 

Oktober 2019 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2022) dan 

SK Direktur Utama PT MKP No. SK.06/DIRUT-

MKP/SMD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang 

KBK KBS KB

1 LHP No. 05 (Blok) Tgl. 17 Mei 2019 -         159.27          5,100.57          5,259.84          

2 LHP No. 05 (PWH) Tgl. 17 Mei 2019 15.52     174.29          578.14             767.95             

3 LHP No. 07 (Blok) Tgl. 15 Juli 2019 -         101.91          4,024.58          4,126.49          

4 LHP No. 07 (PWH) Tgl. 15 Juli 2019 16.23     85.60            273.44             375.27             

31.75    521.07        9,976.73        10,529.55      

No No. LHP Tanggal LHP
Kelas Diameter (m3)

Jumlah

Total
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perpanjangan pengangkatan petugas penerbit SKSHHK-

KB. SK pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK dari 

Dirut PT MKP tersebut berlaku s/d tanggal 26 Oktober 

2022. 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara II (Muara 

Rahung), TPK Antara III (Sungai Pedohon) dan TPK 

Antara IV (Muara Belayan) atas nama Agus Setia Budi 

dengan Register Nomor 01180-11/PKB-R/XX/2013 

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.512/BPHP.XI-

3/2019 tanggal 4 Juli 2019 (berlaku s/d tanggal 8 Juli 

2022) dan SK Direktur Utama PT MKP No. SK.05/DIRUT-

MKP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang 

pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. SK 

pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK dari Dirut PT 

MKP tersebut berlaku s/d tanggal 8 Juli 2022. 

 Selama periode audit penilikan ke-1 (Januari s/d Desember 

2019), PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penerbitan 

dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) 

sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

yaitu sbb: 

a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan 

menggunakan logging truck yaitu sebanyak 191 set 

dokumen SKSHHK terdiri atas 1.868 batang dengan 

volume sebesar 10.399,01 m3. 

b) Dari TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara II Muara 

Rahung dengan menggunakan logging truck yaitu 

sebanyak 267 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.735 

batang dengan volume sebesar 15.403,79 m3. 

c) Dari TPK Antara II Muara Rahung menuju TPK Antara IV 

Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu 

sebanyak 15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.316 

batang dengan volume sebesar 18.144,61 m3. 

d) Dari TPK Antara IV Muara Belayan menuju TPK Industri 

(Penjualan) dengan menggunakan rakit dan/ atau 

tongkang yaitu sebanyak 15 set dokumen SKSHHK 

terdiri atas 4.347 batang dengan volume sebesar 

23.422,45 m3. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat dari 

pemegang IUPHHK-HA  bisa 

dilacak balak 

M PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan 

kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat 

baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 

 Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna 

kuning yang berisi id barcode. 

 Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : 

a) Label ecolin warna putih yang berisi tentang Nomor 

Produksi. 

b) Label warna kuning yang berisi id barcode. 

c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa 
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dibaca dengan barcode scanner. 

Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu 

Hasil Produksi PT Mutiara Kalja Permai dapat ditelusuri asal 

usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK 

Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK 

Penjualan ke Industri. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin. 

M PT Mutiara Kalja Permai memiliki SOP Pembalakan dengan No. 

SO-2-01 yang terbit pada Desember 2017 dan terdiri dari 25 

halaman. SOP tersebut disusun dan dilaksanakan untuk 

penatausahaan hasil hutan kayu. 

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan tidak 

sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, namun demikian PT 

Mutiara Kalja telah memiliki sistem yang memungkinkan 

penelusuran kayu/ lacak balak. 

 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) 

untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M PT Mutiara Kalja Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang 

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan 

kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri 

perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : 

1) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km. 56 dengan 

menggunakan logging truck yaitu sebanyak 191 set dokumen 

SKSHHK terdiri atas 1.868 batang dengan volume sebesar 

10.399,01 m3. 

2) Dari TPK Antara I Km. 56 menuju TPK Antara II Muara 

Rahung dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 

267 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.735 batang dengan 

volume sebesar 15.403,79 m3. 

3) Dari TPK Antara II Muara Rahung menuju TPK Antara IV 

Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 15 

set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.316 batang dengan 

volume sebesar 18.144,61 m3. 

4) Dari TPK Antara IV Muara Belayan menuju TPK Industri 

(Penjualan) dengan menggunakan rakit dan/ atau tongkang 

yaitu sebanyak 15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.347 

batang dengan volume sebesar 23.422,45 m3. 

PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB-R sebagai 

Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Hadi 

Purnomo dengan Register Nomor 02089-11/PKB-R/XX/2016 

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.784/BPHP.XI-3/2019 tanggal 

27 November 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2022) dan SK 

Direktur Utama PT MKP No. SK.08/DIRUT-MKP/SMD/XII/2019 

tanggal 04 Desember 2019 tentang perpanjangan pengangkatan 

P3KB pada IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Wilayah Kab. 

Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019. SK 

pengangkatan P3KB dari Dirut PT MKP berlaku s/d tanggal 4 

Desember 2022. 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau 

PSDH telah diterbitkan 

M PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SPP/ Rincian 

Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 

2019 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian 
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Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan 

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada 

periode audit penilikan ke-1 yaitu sbb : 

- DR sebesar US$ 172.835,35 

- PSDH sebesar Rp. 847.212.930 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau 

PSDH 

M PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau 

PSDH atas LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang 

diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan 

terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI 

serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening 

yang benar sesuai ketentuan.  Adapun rincian total pembayaran 

SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan 

kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : 

- DR sebesar US$ 172.835,35 

- PSDH sebesar Rp. 847.212.930 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk 

hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan 

tanaman 

M Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan 

Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank 

Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP 

SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait 

iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online 

(SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang 

diberlakukan yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 

2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku 

pada Kementerian Kehutanan; 

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 

September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil 

Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan 

Ganti Rugi Tegakan; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 

2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk 

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi 

Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal 

penerbitan Permen LHK No.P.64). 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Mutiara 

Kalja Permai perihal keberadaan dokumen pengakuan Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar surat 

pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) 

atas nama PT Mutiara Kalja Permai. 

Bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang 

Strategis berdasarkan Surat No.74/UPP/PKAPT/08/2015, tanggal 

27 Agustus 2015 dengan diakuinya PT Mutiara Kalja Permai 
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sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 

17.01.1.03703 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Agustus 

2020. 

10. 3.3.2 Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode 

audit dapat diverifikasi bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah 

melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan 

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat 

Persetujuan Berlayar (Port Clearence) yang digunakan untuk 

mengangkut kayu hasil produksi PT Mutiara Kalja Permai yaitu 

sebanyak 12 (duabelas) set, masing-masing tujuan terdiri atas 2 

set dokumen SPB untuk 1 set dokumen SKSHHK. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui 

bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan 

menggunakan bendera indonesia. 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai ketentuan 

M PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang 

telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari 

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 

033.SPHPL.019-IDN dan berlaku s/d tanggal 29 Januari 2024. 

Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan 

Nomor 033.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu 

Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada 

dokumen SKSHHK yang diterbitkan. 

 

PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 4.1.1 Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ 

RKL-RPL 

M Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen 

lingkungan pada PT. Mutiara Kalja Permai, dapat 

diverifikasi telah memiliki dokumen AMDAL berupa 

Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak 

Pengusahaan Hutan PT Mutiara Kaja Permai di Kabupaten 

DATI II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur tahun 1996.  

Dokumen disusun untuk luas areal 56.000 Ha berdasarkan 

Kepmenhut No. 386/Kpts-II/1989. Dokumen AMDAL 

tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah 

disahkan oleh Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-

VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.  

2. 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL M Pada periode penilikan ke-1 dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) tidak mengalami perubahan 

yaitu sebagai berikut : 

Terdapat dokumen RKL yang telah disusun mengacu pada 

dokumen Amdal yang telah disahkan. Dokumen lengkap 

dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi AMDAL 

Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996. 
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3. 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M  PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen 

Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II 

Tahun 2019. 

 Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II 

Tahun 2019 telah dilaporkan kepada Balai Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap 

stempel serta paraf dari Balai Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Timur bukti bahwa dokumen 

tersebut telah diterima. 

 Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di 

lapangan yaitu berupa : 

a. Pemasangan plang-plang himbauan seperti 

plang jalur pelintasan satwa, himbauan tentang 

kebakaran hutan, jenis fauna dilindungi. 

b. Penandan pada jenis flora dilindungi seperi 

anggrek, kantong semar dan banggeris berupa 

papan penamaan. 

c. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan 

ombrometer yang berada di Base Camp Gunung 

Botak dan terdapat plang pemantauan tingkat 

bahaya kebakaran yang berada di Base Camp 

Gunung Botak. Data pemantauan curah hujan 

diambil setiap hari hujan dan terdapat laporan 

pemantauan curah hujan mulai dari bulan 

Januari s/d Desember 2019; 

d. Pemantauan Kualiatas Air pada outlet Sempadan 

Sungai Matelay Putih ; 

e. Pengukuran debit air di Sempadan Sungai 

Matelay Putih yang berada pada koordinat N 00 

54’ 42” E 1150 56’ 48” ; 

f. Penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks 

jalan sarad dan penanaman eks TPn. 

 

PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

 

NO. VERIFIER NILAI 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 5.1.1.a Pedoman / Prosedur K3 M  Pada periode penilikan ke-1 dokumen Standar 

Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT Mutiara 

Kalja Permai tidak mengalami perubahan yaitu PT 

Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SOP K3 

dengan nomor SO-5-01 yang terbit pada Desember 

2017 serta dibuat oleh Prihatini Hayati S. dan 

diperiksa oleh Yongky Kurniawan serta disetujui oleh 

Edi Triono. 

 Terdapat SK Penetapan struktur organisasi Brigade 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
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(Brigdalkarhutla) dengan No. 

SK.21/MKP/SMD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019  

yang ditandatangani oleh Edi Triono, S.Hut selaku 

Direktur Utama. Adapun susunan kepengurusan 

Brigdalkarhutla sebagai berikut : 

 Terdapat struktur organisasi Panitia Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) Base Camp PT Mutiara Kalja 

Permai yang disahkan di Base camp Gunung Botak 

tanggal 10 Desember 2019 dan ditandatangani/ 

disahkan oleh Edi Triono, S.Hut selaku Direktur 

Utama. 

 Terdapat surat Direktur Utama PT MKP No. 

82/MKP/SMD/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 

perihal penyampaian pendaftaran struktur organisasi 

P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur. 

2. 5.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3 M Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai, 

yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, 

Sepatu Boot dan Rompi yang berada di Base Camp 

Gunung Botak dan telah dibagikan kepada karyawan, 

namun belum terdapat dokumen serah terima APD 

kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah 

didistribusikan ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam 

kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada 

bangunan kantor, dapur dan workshop; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang 

berada di kantor, mess karyawan dan mess tamu, 

namun jumlah dan jenisnya masih minim ; 

4. Terdapat rambu – rambu K3 di Base Camp Gunung 

Botak ; 

5. Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, 

selang, sepatu, helm dan pelampung ; 

6. Terdapat embung air (water point) sebanyak 5 titik 

untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan ; 

7. Terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran yang 

standby di basecamp Km 58 gunung botak. 

3. 5.1.1.c Ketersediaan Peralatan K3 M  PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen Laporan 

bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Januari s.d 

Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut 

diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau 

NIHIL di lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai. 

 PT Mutiara Kalja Permai melakukan upaya 

pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD 

dan penggunaannya serta memberikan penjelasan 

kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap 

berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. 

Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp 

dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di 

samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan 
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safety di lapangan. 

4. 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja 

M Pada periode audit penilikan ke-1 (Januari s.d. Desember 

2019) diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di 

lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai, namun 

perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat 

dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini 

dengan bukti adanya Surat Edaran No. 01/SE/MKP-

Dirut/I/2015 yang berisi tentang PT Mutiara Kalja Permai 

memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati 

untuk mendirikan/ membentuk serikat pekerja. Surat Edaran 

tersebut ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur 

Utama PT Mutiara Kalja Permai tertanggal 01 Januari 2015. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan 

PT Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa mereka 

mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan 

berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, 

namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan 

membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. 

5. 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP M  PT Mutiara Kalja Permai tidak memiliki dokumen 

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa 

dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai tidak 

terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu 

selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai 

telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 

 Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja 

Permai Periode Tahun 2019 - 2021 ditetapkan di 

Samarinda pada tanggal 02 Januari 2019 dan 

ditandatangani oleh Edi Triono selaku Direktur Utama 

PT Mutiara Kalja Permai. Dokumen PP tersebut telah 

mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

dengan Nomor : KEP.560/053/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 

tanggal 24 Januari 2019 dan berlaku selama 2 tahun 

dari tanggal 23 Januari 2019 s/d 22 Januari 2022. 

6. 5.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur M PT Mutiara Kalja Permai tidak mempekerjakan karyawan 

dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Al Gazali 

dengan jabatan sebagai Operator Wheel Loader yang lahir 

di Palirang pada tanggal 23 Februari 2000 dan masuk awal 

kerja di PT MKP pada tanggal 8 November 2019 pada saat 

berusia 18 Tahun 9 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






